
Kupati lampungutara

Menimbang

Mengingat

t

bupati lampung utara,

; a. bahwa untuk

XSPeraturan Pelaksanaan UndanB-Und^SS“^un 2014 ^^Pen^^ —dengan Peraturan Bupati;

Alokasi Dana Desa.

:' J. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1959
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tabun

dan
Negara Republik Indonesia

Tabun 1956 (Lembaran

RepubLik'Indonesia Nomor 1821),

5495);

. 3." Undang-Undang Norn^ Indonesil
Republik Indonesia Nomor 5587) XSXÏa^^^.n^O^IUrSSan ‘n'sX Republik Indonesia Tabun

/ 2^5 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679)-

" PROVINSI LAMPUNG
peraturan bupati lampung utara

NOMOR 1 1, TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGALOKA8IAN, PBNYALVRAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



4,

5.

6.

7.

Utara Nomor 2 Tahun 2015).

Pasal 1

Palam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan.

3.

1.
2.

4.
5.
6.

Camat.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Utara.

10. Camat adalah seorang Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretans Daerah.

Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemenntahan oleh

Pemcrintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dar. perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lampung Utara.

Undang-Ündang Nomor 30 Tahun ^2014 Rtentang
"£^“14 Nomor 292. Tambahan Lmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601),

Peraturan Pemermtah Nomor 43^ tentang

Peraturan Pelaksanaan Und J 8
Negara Republik

Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

Peraturan Menteri Daiam Negen Nomor 80 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta Negar

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 203 ),

. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara

Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keqa

Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara, sebagaiman

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung

Bupati adalah Bupati Lampung Utara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara sebagai

unsur penyelenggstra pemerintahan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemenntahan Daeraht yang

terdiri dari Secretariat Daerah, Sekretanal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lam.

8 Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh

* MEMUTUSKAN:

. . pvpatURAN bupati lampung utara tentang tata
Menetapkan . ™^^O^S1AN. PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

ALOKASI DANA DESA.

BAB I
ketentuan umum

1
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11, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

14. Kepala Desa adalah Kepala pemerintahan Desa yang memimpin
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

15. Perangkat Desa adalah Pegawai Desa yang diangkat dari penduduk desa yang
memenuhi persyaratan oleh Kepala Desa yang bertugas sebagai unsur
pembantu Kepala Desa.

16. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

17. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut Kantor Statistik adalah
Kantor Statistik Kabupaten I^ampung Utara.

18.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah da-na yang
bersumber dari' dana perimbangan yang diterima Daerah yang diperuntukan
bagi Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan
yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
APBD, adalah réneana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

21. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

22. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
dan bersifat mengatur.

23, Penselolsum Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputiperencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban
dan pengawasan keuangan desa.

24. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal
yang bersifat stratégis.

25. Rencana Pembar^gunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat
RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk jangka waktu 6 (enam)
tahun.

26. Rencana pembangunan tahunan desa yang selanjutnya disebut Rencana
Ketja Pemerintah Desa (RKPDes) adalah hasil Musyawarah Desa tentangprogram dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.

27-. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.



26. Pcmbcrdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengepbangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program
kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

29. Penghasilan tetap adalah jumlah peneiimaan dan penghasilan yang sah dan
diberikan secara teratur setiap bulannya.

30. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan
Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk
membayar seluru^ pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah.

. , <i

' babn
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Desa dalam pengalokasian, penyaluran dan penggunaan ADD.

Pasal 3
Tujuan Peraturan Bupati ini agar tertib administrasi, transparan, akuntabel dan
berkualitas dalam pelaksanaan pengalokasian, penyaluran dan penggunaan

1

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini melipuli:
a. pengalokasian ADD;
b. penyaluran ADD; dan
c. penggunaan ADD.

BAB IV
INFORMASI

PasaJ 5

(1) Bupati menginformasikan rencana Anggaran Dana Desa kepada Kepala Desa
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran
dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara disepakati Bupati bersama DPRD.

(2) Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi baban
penyusunan Rancangan APBDesa.

(3) Pemerintah Desa wajib menginformasikan kegiatan-kegiatan yang hersumber
dari Anggaran Dana Desa pada media papan pengumuman yang ada di
kantor pemerintah Desa untuk diakses masyarakat.

(4) Tim Pelaksana Tingkat Desa dalam melaksanakan kegiatan yang berupa fisik
wajib membuat papan kegiatan atau prasasti sederhana sebagai baban
informasi kepada masyarakat yang paling sedikit memuat nama kegiatan,
jumlah dana, sumber dana dan waktu pelaksanaan.



BAB V
PENGALOKASI ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

H) Pemg^ntah Daerah. mengalokasikan Alokasi Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a), paling sedikit 10% (sepuluh per seratus)
dan dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD
setelah dikurangi dana alokasi khusus.

(2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempertimbangkan:
a. kebutuhan pen^hasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan

penghasilan Anggota BPD serta Rumah Tangga; dan
b. jumlah penduduk Desa, luas ^vilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan

tingkat kesulitarizgeografis Desa.
(3) Angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

ditujukan untuk rumah tangga pemegang kartu perlindungan social.
(4) Tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

b, ditunjukkan oleh indeks kesulitan geografis.
(5) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan

tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf;
b, bersumber dari Kantor Statistik Kabupaten Lampung Utara.

(6) Besaran Anggaran Dana Desa masing-masing Desa ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.’

Pasal 7

(1) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa dan angka kemiskinan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dihitung dengan bobot
sebagai berikut:
a. 30 % (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
b. 20 % (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
c. 50 % (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa.

(2) Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) huruf b. digunakan sebagai faktor penggali hasil penghitungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1) Pengalokasian ADD ;sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dllakukan
berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
a. 40 % (empat puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa;

dan
b. 60 % (enam puluh per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(l)dihagi secara proporsional.
(2) Besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung

dengan cara:
a, ADD untuk auatu Desa -* Pagu ADD merata ditombah Pagu ADD

proporsional;



BAB VII
PENGGUNAAN

Pasal 1 1

(1) Penggunaan ADD untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa,

pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan
kemasyarakatan Desa.

b. Pagu ADD proporsional ^gajmana ^"^ADD^oporsSfebupatS

total penduduk Desa ƒ terhadap total luas

^lay^Desaadi Kabupaten

KrprtenH:
c. hSl penghiturigari sebagaimana dimaksud huruf b, disesuarkan dengan

tingkat kesulitan geograhs schap Desa.

BAB VI
PENYALURAN

Baglan Kesatu Umum

Pasal 9

(1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b,

dilakukan 01ehJPemerintah Daerah kepada Desa^ d;lakukan dengan

(3) Reken ng Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah rekening yang
( ’ dfbuat Oleh Desa pada8 Bank Lampung. SRI. Bank Syan'ah atau

(4] Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) de g y

Peraturan Desa tentang APBDcs telah disampaikan kepada Bupati.

(5) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai

‘ deX “teptuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan
keuangan Daerah.

Baglan Kedua
ADD

Pasal 10

(1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Paaal 10

dilakukan dengan memperhatikan basil transfer di Rekening Kas Umuin

Daerah pada Tabun Anggaran berjalan

(2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
bertahap:
a tahap I pada bulan Ma ret sebesar 60% (empat puluh per scratus); nan
b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per 8e^s)‘

(3) Tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
paling lamb^t 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di Rekening Kas Umum
Daerah.
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BAB VII
PENGGUNAAN

Baglan Kedua
ADD

Pasal 10

BAB VI
PENYALURAN

Baglan Kesatu Umum

Pasal 9

m Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10 ayat (1)

‘ ’Sk^dengan memperhatikan basil transfer di Rekening Kas Umum

Daerah pada Tahun Anggaran berjalan

(2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
bertahap:
a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (empat puluh per scratus); dan

b. tahap II pad» bulan Aguatus sebesar 40% (empat puluh per ^atus).
(3) Tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaKSud pada ayat (2) dilakukan

paling lambat 7 (tujuh) had kerja setelah ditenma di Rekening Kas Umum

Daerah.

b. Pagu ADD proposal sebagaimana hun^a dihiutng dengmf cam: pagu

add Proporsional untuk suatu Desa -. P^^ ^Xngkutan terhadapxI(30%xpersentasejumlahpenduduk^ + (20% x
total penduduk Desa ai Kaoupa e y g

terhaaap total luas

c. basil penghitungan sebagaimana dimaksud huruf b, disesuaikan dengan

tingkat kesulitan geograhs setiap Desa.

Pasal 1 1

(1) Penggunaan; ADD untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa,

pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembtnaan
kemasyarakatan Desa.

(1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b,

dilakukan oleh Pemermt^h Daerah kepada Desa.
dhakukan dengan

(2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

‘ ' cara^Zdahbukuan dan Rekening Kas Umum Dnerah ke Rrkemng Kas

(31 Rekening Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah rekening yang

‘ ’d'buat oteh Desa pada Bank Lampung, BRI. Bank Syanbh atau Mandiru

(4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan sy

Peraturan Desa tentang APBDes telah disampaikan kepada Bupati.

(5) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penge o

keuangan Daerah.
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(2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipnontaskan
untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(2) huruf a.
(3) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Pasal 12

Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mengacu pada
RPJM Desa dan Rencana Keija Pemerintah Desa.

, j Pasal 13

(1) Satuan Keija Perangkat Daerah yang membidangi Desa dapat menetapkan
prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling
lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran.

(2) Penetapan prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Keija Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan
Pembangunan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan kepala SKPD
terkait lainnya.

(3) Penetapan prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB vin
PELAPORAN

Pasal 14

(1) Kepala Desa menyampaikan lap,oran realisasi Penggunaan ADD kepada
Bupati melalui.Carnal setiap tahapan prncairan.

(2) Camat menyampaikan rekapitulasi sebagaimana dimaksud, pada ayat (1)
kepada Sekretariat Daerah melalui Pemerintahan Desa.

(3) Penyampaian laporan realisasi Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a. tahap I pacing lambat minggu keempat bulan Juni Tahun Anggaran

beijalan; dan
b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan Desember Tahun Anggaran

beijalan.

Pasal 15

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan realisasi
Penggunaan ADD sebagaimana di maksud dalam Pasal 16, Bupati dapat
menundA penyaluxan ADD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi
Penggunaan ADD.

Pasal 16

Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan' konsolidasi
penggunaan ADD kepada Menteri dengan tembusan Menteri yang menangam
Desa, Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait
dan Gubemur paling lambat minggu keempat bulan maret tahun anggaran
berikutnya.
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Pasal 20

121

(S^Laporkan pengaduan pada ayat (2)

\epadaBupaüme^^^
141X— —i tahapan sebagai berikut:

a. teguran tertuEs pertama;

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 19

wara
«SSKX
(3,S5SSBs^^

pengawasan.

BAB IX
monitoring dan evaluasi

Pasal 17

(1) Bupati meiakukan monitoring dan evaiuasi atas pengalokasian,

(/MZX^e=Xg—d—dpadaa^

a penerbitan Peraturan Desa tentang APBDes;

d. Slsa Lebih Pembiayaan Anggaran AD .
^sud ada ayat (2)

l3) dan petbaütan pengeioiaan

dan. penyaluran ADD.

Pasal 18

dan Evaluasi ADD. , . k dengan Keputusan.
(2) Tim sebagaimana.diniaksud pada

Bupati dengan susunan sebagai benkut.
a. Pembina;
b. Pengarah;
c. Ketua;
d. Sekretaris; dan
e. Anggota.



b. dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud huruf a, belum
diselesaikan, maka Camat mengeluarkan teguran tertuhs kedua; dan

c. dalam hal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud. huruf b,

belum diselesaikan, maka Camat melaporkan kepada Bupati.

(5) Camat melaporkan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan kepada
Bupati.

(6) Bupati memerintahkar) kepada Inspektorat untuk menindaklanjuti
laporan Camat.

(7) Inspektrorat melakukan pcmeiiksaan khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

SEKRETARIS DAERAH
G UTARA,KABUPATEN

SAMSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2016 NOMOR../4,..

Peraturan Bupati ini dengan
Kabupaten Lampung Utara.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
penempatannya dalam Berita Daerah

Diundangkan di^Kotabumi
pada tanggal 2016

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 2016

BUPATI LAMPU> TARA,




